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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN OLEH KONTRAK DIGITAL MENURUT
HUKUM PERDATA DI INDONESIA

GILANG APRIANSYAH

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat
dari perbuatannya, baik yang melanggar hukum maupun yang menyebabkan
kerugian bagi pihak lain. Aturan hukum bertujuan untuk menjamin adanya
kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada
keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Di era digital saat ini,
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara
masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Kontrak digital menjadi salah satu
bentuk perjanjian yang semakin populer, terutama dalam transaksi bisnis dan
layanan online. Meskipun kontrak digital menawarkan kemudahan dan efisiensi,
namun tidak sedikit permasalahan hukum yang muncul akibat pelanggaran atau
ketidak pahaman mengenai isi kontrak tersebut, Salah satu isu penting dalam
konteks kontrak digital adalah tanggung jawab hukum atas kerugian yang
ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang
berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum,
dan praktik hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam kontrak
digital. Tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak
digital dalam konteks hukum perdata di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip
hukum perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata). Kontrak digital, meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang sama
dengan kontrak konvensional, tetap memiliki kekuatan hukum yang sah apabila
memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Tanggung jawab hukum atas kerugian
yang ditimbulkan oleh kontrak digital berlaku berdasarkan kelalaian, wanprestasi,
atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam
kontrak tersebut Pelaku usaha dalam transaksi digital bertanggung jawab
memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang dialami akibat
wanprestasi atau kegagalan produk/jasa yang dijual secara online dan Mekanisme
penyelesaian sengketa yang dapat digunakan vyaitu penyelesaian secara
Negosiasi,Mediasi atau Arbitrase dan Penyelesaian Melalui Pengadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Kerugian, Kontrak Digital.
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ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY FOR LOSSES
CAUSED BY DIGITAL CONTRACTS
UNDER CIVIL LAW IN INDONESIA

GILANG APRIANSYAH

Legal responsibility is a person's obligation to bear the consequences of his
actions, whether they violate the law or cause harm to others. The rule of law aims
to ensure legal certainty in society and the law must be based on justice, namely
the principles of justice of that society. In today's digital era, the development of
information and communication technology has changed the way people interact
and transact. Digital contracts are becoming one form of agreement that is
increasingly popular, especially in business transactions and online services.
Although digital contracts offer convenience and efficiency, there are still many
legal issues that arise due to violations or misunderstandings regarding the
contents of the contract. One important issue in the context of digital contracts is
legal liability for losses incurred. This study uses a normative research method,
which focuses on the analysis of laws and regulations, legal doctrines, and legal
practices related to legal liability in digital contracts. Legal liability for losses
caused by digital contracts in the context of civil law in Indonesia follows the
principles of contract law contained in the Civil Code (KUHPerdata). Digital
contracts, although they do not have the same physical form as conventional
contracts, still have valid legal force if they meet the requirements for a valid
agreement. Legal liability for losses caused by digital contracts applies based on
negligence, breach of contract, or unlawful acts committed by the parties involved
in the contract. Business actors in digital transactions are responsible for
providing compensation to consumers for losses experienced due to default or
failure of products/services sold online and the dispute resolution mechanisms that
can be used are settlement through Negotiation, Mediation or Arbitration and
Settlement Through the Courts.

Keywords : Legal Liability, Losses, Digital Contracts.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung
akibat dari perbuatannya, baik yang melanggar hukum maupun yang
menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Aturan hukum bertujuan untuk
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus
bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. hukum

bisnis, dimana hukum bisnis merupakan perluasan dari hukum perdata

Hukum kontrak diatur dalam Buku Il KUHPerdata, yang terdiri atas 18
bab dan 631 Pasal. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka
(open system). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian
baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang- undang. “Hal
ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1
KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

“Kemudian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak

yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, hukum

! Aprita Serlika dan Indrajaya, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Upaya
Pencegahan Terjadinya Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Keadilan Sosial. Jurnal UM-
Palembang. Vol. 5, No.1 (2020): 1-142.



memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan untuk meminta

pemenuhan perjanjian atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.”

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Kontrak digital
menjadi salah satu bentuk perjanjian yang semakin populer, terutama dalam
transaksi bisnis dan layanan online. Meskipun kontrak digital menawarkan
kemudahan dan efisiensi, namun tidak sedikit permasalahan hukum yang
muncul akibat pelanggaran atau ketidak pahaman mengenai isi kontrak
tersebut, permasalahan ini paling sering muncul saat kita membeli barang-
barang elektronik dan lainnya melalui aplikasi online seperti shopee, Lazada,
marketplace, dan lainnya.“Namun, konsumen yang mengalami kerugian jarang
melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib. Kasus seperti ini

harus segera diselesaikan agar hak konsumen dapat dipenuhi secara hukum.’”*

Salah satu isu penting dalam konteks kontrak digital adalah tanggung
jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum perdata
Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab ini masih perlu mendapatkan
perhatian lebih, mengingat banyaknya kasus yang belum diatur secara spesifik
dalam undang-undang. Kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak
digital, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat berdampak serius

bagi pihak-pihak yang terlibat. Fitur aksesnya juga

? Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Bandung: Prenada Media, 2019),hal 6.
* Nurfadillah, Maulia, Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan
Kontrak dalam Transaksi Online. Jurnal Ilmiah Nusantara , Vol.2, No.1 (2025): 185-193.



memungkinkan pengguna mengaksesnya dengan mudah melalui perangkat
digital seperti komputer, smartphone, atau tablet. “Salah satu manfaat era
digital adalah munculnya inovasi di berbagai bidang yang bergantung pada
teknologi digital sehingga memudahkan proses kerja kita. Sejak awal tahun
1980-an, ketika internet memulai revolusi, masyarakat sudah merasakan

dampaknya.””*

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab hukum diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),yang menjelaskan
tentang kewajiban ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum dan
pelanggaran kontrak karena tidak di penuhinya perikatan. ’’Pasal 1243
menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dan
mengakibatkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian
tersebut.”’® Namun, penerapan prinsip ini dalam konteks kontrak digital sering
kali tidak jelas, mengingat kompleksitas yang muncul akibat sifat elektronik
dari kontrak tersebut. Kerugian yang timbul akibat kontrak digital, guna

memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Kontrak digital sering kali melibatkan isu-isu seperti keamanan data,
ketidakpastian dalam pelaksanaan, dan kesulitan dalam pembuktian. Indonesia
sebagai negara hukum selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan
kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Oleh

karena itu, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab hukum dalam

* Siti Rahmawati, Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif
Di Indonesia, Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4, No. 4 (2024): 756172

®> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta : CV Maha
Karya Pustaka, 2021),hal 12.



kontrak digital tidak hanya bergantung pada isi kontrak itu sendiri, tetapi juga
pada undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi
elektronik, seperti “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.’ 6

Hukum kontrak digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE). Menurut undang-undang ini, kontrak digital adalah perjanjian yang
dibuat melalui media elektronik yang mengikat secara hukum. UU ITE
memberikan landasan hukum bagi transaksi dan kontrak yang dilakukan
secara digital di Indonesia, memastikan bahwa kegiatan ini diatur dan
terlindungi secara hukum.’

Tanggung jawab hukum atas kerugian dalam kontrak digital
memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai elemen-elemen kontrak,
seperti keabsahan, kesepakatan, dan kewajiban masing-masing pihak. Selain
itu, pengaturan yang masih berkembang dalam hukum dan perlindungan
konsumen juga harus dipertimbangkan, serta memberikan rekomendasi untuk
perbaikan dalam pengaturan dan praktik hukum yang ada. Hal ini penting untuk
menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak
digital, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan kepercayaan

dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan

sederhana tentang bagaimana peran hukum dalam menangani

® Markus Djarawula, dkk, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi
Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2,
No.10 (2023): 3799-3806.

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, Bi.Go.ld, September (2008): 1-2.



permasalahan kerugian yang di timbulkan oleh kontrak digital, dengan judul
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DI
TIMBULKAN OLEH KONTRAK DIGITAL MENURUT HUKUM

PERDATA DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,serta untuk
memperjelas fokus penelitian ini, penulis merumuskan pokok pokok
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh
kontrak digital menurut hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan
pada kerugian yang diakibatkan oleh kontrak digital?
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian di fokuskan pada bagaimana tanggung jawab
menurut hukum perdata dalam menanggapi permasalahan atas kerugian
kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital yang membuat keresahan bagi
masyarakat,dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain
yang berhubungan dengan permasalahan.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini,yaitu :



1. Menganalisis mekanisme apa saja yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan sengeta pada permasalahan kerugian yang ditimbulkan
oleh kontrak digital.

2. Menganalisis seberapa efektivitas hukum dalam menanggapi
permasalahan tentang kontrak digital yang ada di Indonesia.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam

mengenai aspek hukum perdata yang terkait dengan kontrak digital,
termasuk tanggung jawab hukum yang timbul dari pelanggaran
kontrak.

2. Dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi akademisi, praktisi
hukum, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran
mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak digital.

3. Menyediakan panduan untuk penegakan hukum dan penyelesaian
sengketa yang mungkin timbul dari kontrak digital, membantu
pihak-pihak terkait untuk memahami mekanisme tanggung jawab
hukum.

4. Menyediakan sumbangan pemikiran dan analisis teoritis yang dapat
memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum

perdata dan teknologi.



b. Manfaat Praktis

1. Dengan penelitian ini memberikan wawasan kepada pelaku usaha
mengenai risiko hukum dalam kontrak digital dan cara
mengelolanya untuk menghindari kerugian.

2. Membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak digital untuk
memahami cara menangani sengketa secara efisien dan mengurangi
biaya litigasi.

3. Menyediakan acuan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-
kasus terkait kontrak digital, sehingga penegakan hukum dapat
dilakukan secara konsisten.

E. Kerangka Konseptual
Agar dapat memahami dan memperjelas isi dari ruang lingkup penelitian ini,
diperlukan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang harus
dijelaskan, di antaranya adalah beberapa kata yang perlu diuraikan sebagai
berikut.:
1. Tanggung Jawab Hukum
Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran
seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu
meskipun tidak sengaja memperlakukannya. “Upaya melindugi hak-hak

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara memberikan



sanksi pidana, perdata, administrasi, tergantung pada jenis pelanggaran
yang dilakukan disebut tanggung jawab hukum.”®

. Kerugian

Kerugian merupakan keadaan di mana seseorang atau suatu pihak
kehilangan nilai, manfaat, atau sumber daya yang seharusnya didapatkan.
Ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti kesalahan, kegagalan dalam
mengambil keputusan, atau perubahan situasi yang tidak menguntungkan.
“Menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh
Djasadin Saragih pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan
pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma
oleh pihak yang lain.’ 9

. Kontrak Digital

Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu
orang atau lebih. Kontrak digital adalah kesepakatan antara dua pihak yang
dibuat dan ditandatangani secara elektronik, biasanya melalui internet.
Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dapat
berupa dokumen yang dihasilkan secara otomatis atau melalui aplikasi

tertentu. ”Kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

8 Yuli Heriyanti dan Ahmad Zikri, Klausula Baku Dan Tanggung Jawab
Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara
Elektronik, Jurnal Pahlawan, Vol. 6, No. 1 (2023): 14.

® Muklis, Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, luris
Studia: Jurnal Kajian Hukum,Vol. 4, No. 1 (2023): 6-10.



kontrak tradisional, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang
berlaku.”*?
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan
Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasil-
hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Setelah menelaah berbagai studi
sebelumnya, penulis menemukan bahwa ada banyak penelitian yang berkaitan
dengan penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam topik
bahasan, penelitian ini tetap berbeda secara signifikan dari penelitian
sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang sebelumnya relevan
dengan penelitian ini :
4. Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital
Penelitian oleh Alvaro menyoroti bahwa Dalam era digital, transaksi
bisnis semakin sering dilakukan secara elektronik melalui platform
online, email, dan aplikasi seluler. Hal ini membawa dampak pada
pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak komersial, serta
menimbulkan tantangan hukum baru terkait dengan perlindungan
konsumen, penyelesaian sengketa lintas negara, dan keamanan data.™
5. Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak
dalam Transaksi Online
Menurut Maulia Nurfadillah penelitian ini membahas pentingnya
adaptasi teknik pembuatan kontrak di era digital untuk menjaga hak dan
kepastian hukum para pihak. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif,

artikel ini menunjukkan bahwa kontrak digital memerlukan elemen
khusus seperti persetujuan elektronik yang sah, klausul perlindungan

% Fitmar Hebimisa, dkk, Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital
Menurit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Diperbaharui Oleh Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Lex Administratum, Vol. 10, No. 4 (2022): 1-11.

1 Alvaro Deleon Sidauruk, Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era
Digital, Innonavitve: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3 (2024): 16608-16.
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privasi yang komprehensif, serta penetapan hukum yang berlaku di
berbagai yurisdiksi.*?

6. Keabsahan kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam perjanjian
bisnis menurut hukum positif di Indonesia

Menurut Paul Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Keabsahan Pembuktian kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis
menurut hukum positif Di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan
pendekatan Undang-Undang. Adapun hasil dari penelitian yaitu kontrak
elektronik dalam satu perjanjian bisnis memiliki dasar hukum yang kuat
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana harus memenuhi

asas- asas hukum dan persyaratan melakukan suatu perjanjian.™
Dari review studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tanggung
jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kontrak digital di Indonesia
masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan praktik
penyelesaian sengketa. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan
wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mengatasi tantangan ini dan

meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam

kontrak digital.

. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif,
yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder yang

berhubungan dengan kontrak digital dan KUHPerdata.

2 Nurfadillah Maulia, Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik
Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online. Jurnal Iimiah Nusantara, VVol. 2,No.1 (2025):
185-193.

3 paul Hans Kakisina dan Vecky Yani Gosal, Keabsahan Kekuatan Pembuktian
Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal
Lex Administratum, Vol.11, No.4(2023).
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1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada
analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan
praktik hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam
kontrak digital.
2. Sumber Data
a. Data Primer:
Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
b. Data Sekunder:
Literatur hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas
tanggung jawab hukum dalam kontrak digital.
3. Teknik Pengumpulan Data
Studi Pustaka: Mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum,
seperti buku teks hukum yang membahas aspek-aspek kontrak digital dan
tanggung jawab hukum. Artikel ilmiah dan jurnal yang relevan, dokumen
hukum, termasuk peraturan dan putusan pengadilan.
Analisis Kasus: Mengkaji putusan pengadilan yang terkait dengan kontrak
digital untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan untuk

mengidentifikasi praktik tanggung jawab hukum.
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4. Teknik Analisis Data

Analisis Normatif: Menggunakan pendekatan analisis norma untuk menilai

kejelasan, kesesuaian, dan konsistensi peraturan perundang-undangan

terkait dengan tanggung jawab hukum dalam kontrak digital.

G.Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan skripsi ini akan disusun dengan keseluruhan dalam 4

(empat) Bab dengen sistematika berikut :

BAB |

Pendahuluan
Pada bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB Il Tinjauan Pustaka

BAB IlI

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mengkaji secara
umum tentang pengertian tanggung jawab hukum, kerugian dan
kontrak digital.

Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian secara spesifik,
tentang tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh
kontrak digital menurut Hukum Perdata di Indonesia, dan mekanisme
penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan pada kerugian yang

diakibatkan oleh kontrak digital.



BAB IV Penutup
Pada bab ini, penulis menyimpulkan berbagai uraian yang telah
disampaikan dalam skripsi ini dan juga memberikan saran.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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